
BERITA

NOMOR 36

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2O1O

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 29 TAHUN 2O1O

PEDOMAN PENUGASAN

TENTANG

GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIANJUR,

: a. bahwa.dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada setiap satuanpendidikan perlu ada pemimpin d* p.ng"lolu p"naiaik4
b. bahwa.untuk memimpin. dan mengelola pendidikan pada setiap satuanpendidikan tersebut, perlu ditugaskan dan diangkar."o.ung gu* yung

memenuhi persyaratan untuk diberikan tugas timbahan seUagui tepafi
sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu diatur pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah
dengan Peraturan Bupati.

: l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang pembentukar
Daerah-Daerah KabupatgL Dalam Lingkung* f.ofinri Djawa Barat(Berita Negara tahun 1950) sebagaiman-a tetil aiuUai aengan Unaant_undang Nomor 4 Tahun 

_ 
196g tentang pembentutali fuUuput"n

f.urwatylaSn Kabupaten Subang. dengai Mengubah Undang-uniang
Nomor l4 Tahun 1950 tentang pembendkan Da;;_Daerah K-abupatei
Dalam- Lingkungan propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara No_o. iSS t;;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

Y.:*l (Lemlaran Negara Republik Indonesiaiahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia fanJn ZOO+ Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437j
sebagaimana telah beberapakali d]ubah terakhir dengan Undangl
Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang perubahan Kejua Atas Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentng pemerintahan Daerah
!L"TbT*_ Negara Republik Indonesia f"ufrurr ZOOS Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);

4. Undang-Undang Nomor 33_ Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik 

_ 
Indonesia Tahun 2004 No_o. 

'f 
ZO, Tambahan



rIEF-'

5 Undang-undang Nomor 14 -Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, iambahan r.,ot-*- N"gu;u R.puuritIndonesia Nomor 4586);

6 Peraturan Pemerintah Nomor ,' -Tahun-1990 
tentang pendidikan prasekolah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan r".u*- 

- 
t t"gu.uRepublik Indonesia Nomor 3411);

7' Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun 1990 tentang pendidikan Dasar (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan I-"-t**-N"guru
Republik Indonesia Nomor 3412);

8' Peraturan pemerintah Nomor 29.Tahun- 1990 tentang pendidikan Menengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor i7, Tambahan r"fru**-N"g-u
Republik Indonesia Nomor 3413);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 -Tahun-1991 
tentang pendidikan Luar Biasa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor'94, Tambahan r",nu** 

-N.gu.u
Republik Indonesia Nomor 3460);

l0 Peraturan Pemerintah Nomor 3g.Tahun- 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor '6g, tinbut * t.-u*--N.guru
Republik Indonesia Nomor 34g4);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

12' Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50-, Tambahan teriuaran 
- 

N"garaRepublik Indonesia Nomor 4575);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara i.epublik Inaonerii iat un2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republililndonei*n"-". +iqli ^

14. Peraturan Pemerintah Nor-nor 3g rahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan
antara Pemerintah, pemerintah_Daerah propinsi dan iemerintih ou".ur, ruuuput.Jrotu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, ramuahanTernuaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 4g. Tahun 200{ tentang pendanaan pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 9r, Tambahan r...nl**- N.g*uRepublik Indonesia Nomor 4g64);

16. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No 162ful2003 tentang
Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Seiolah;

t7.

18.

lrr"lyr.g Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 rarrun zbos tentang penyelenggarium
Pendidikan (Lembaran Daerah rahun 2008 Nomor 6 seri E, ruiturran iffb*;
Daerah Nomor 43);

Peraturan. Daerah Kabupaten cianjur Nomor 03 Tahun 200g tentang urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daeiah Kabupaten cianjur Tahun 200g Nomor 03 seriD);

Peraturan. Daerah Kabupaten cianjur Nomor 07 Tahun 200g tentang organisasi
Pemerintahan Daerah dan pembentukan organisasi perangkat ou".ut' ru[ufut*Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 20bg Nomor Oi-S*i-Oj
sebagaimana telah diubah dengan peraturan iaerah Nomor 02 Tahun 2010 tsnt*fPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 200g tentang org*ir"rl
Pemerintahan Daerah dan pembentukan Organisasi perangkat Daed Ka6;;;tencianjur (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur T:ahun 2010 Nomor 10 Seri D);

19.
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20' Peraturan Bupati cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang. Tugas, Fungsi dan Tata KerjaUnit organisasi di Lingkungan Dinas pendidikan (Berita Daerah Kabupaten cianjurTahun 2009 Nomor 04);

2l Peraturan Bupati cianjur Nomor 4r rahun 2009 tentang organisasi dan Tata Ke{.aPusat Pembinaan pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah dasar Dinas pendidikan
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 4l);

22' Peraturan Bupati cianjur Nomor 44 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata KerjaS-ekolah Menengah pertama 
-Negeri 

(sMpN) oinas "penaiJitarr' 
ri.rir"'b"*.r,Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 44);

23' Peraturan Bupati cianjur Nomor 46 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata KerjaS-ekolah Menengah Atas^Negeri ('MAN) pada Dinas-peniia** ie".iiJ"b""r"hKabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 46); '
24' Peraturan Bupati cianjur Nomor 4g rahun 2009 tentang organisasi dan Tata KerjaS-ekolah Menengan fejryllfegeri (SMKN) pada Dina=s f.iaia*un qn".itl'bu".ut

Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 4g);

MEMUTUSI(AN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURUSEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2' Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badaneksekutif daerah.

3. Dinas adalah Dinas pendidikan Kabupaten Cianjur.
4. Sekolah adalah Sekolah 

JaT?n.Ilaiak_kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SekolahMenengah pertama (SMp), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sekoiah 'tur*"ngur,
Kejuruan (SMK) di lingkungan pemerintah iabupaten Cianjur.

5. Guru adalah pendidik, profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar.membimbing, mengarahkan, melatih, m"nilui dan- -"ngevaluasi peserta didik padapendidikan usia dini jalur pendidikan format, penOiEi";;#r;; p""iaim
menengah di lingkungan pemerintah Kabupaten CLnlur.

6. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan KabupatenCianjur.

BAB II
TUGAS TAMBAHAN

Pasal 2

(l) Guru yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan dan diangkat sebagaikepala sekolah.

(2) Pemberian tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (l)adalah untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan semangat kompetitif.



Pasal 3

Pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan sepanjang adaloygngan yang disebabkan 
*aaunyu 

rn"utari i.p"r" 
^r"'t"j"r, 

dan adanya penambahan
sekolah baru.

Mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan :

a. berhenti atas permohonan sendiri;
b. telah mencapai batas usia pensiun;
c. masa penugasan berakhir;
d. diangkat pada jabatan lain;
e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;f. meninggal dunia.

BAB III
PERSYARATAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4
(l) Guru yang diberi tugas lambahan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratanumum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (l),meliputi :

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

b. usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keteraagan dokter;
d' tidak pemah dikenakan hukuman disiprin sedang dan berat sesuai ketentuan yangberlaku;

e' aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun padasekolah yang setingkat dan sejenis dengan se-kolah vrig "t"i, 
--Jr:"ai-i"^p",

bertugas, kecuali untuk guru TK harus mJniliki pengarami r"t**!-i*-*rr" ,(tiga) tahun di TK;

f' DP-3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dannilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. memiliki kualifikasi,akademik serendah+endahnya sarjana (S1) atau diploma empat(D4) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
h. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil dan bagi nonpegawai negeri sipil diserarakan dengan kepang=kui* y*g a[etu*t* oi"r,-ffiuruo

atau lembaga yang berwenang.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), adalafL:
a. untuk Kepala TK :

a.l. aktif sebagai guru TK;
a.2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK;
a'3' memiliki sertifikat kepara TK yang diterbitkan oleh rembaga yang berwenang.

b. untuk Kepala SD :

b. 1. aktif sebagai guru;
b.2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD;
b 3' memiliki sertifikat kepala sD yang di-terbitkan oleh lembaga berwenang.

(1)

(2)



c. untuk Kepala SMp :

c. I . aktif sebagai guru SMp;
c.2. memiliki sertifikarlendidik sebagai guru SMp;c'3' memiliki sertifikat kepala SMp ying"diterbitkan oleh lembaga berwenang.

d. untuk Kepala SMA :

d.1 . aktif sebagai guru SMA;
d.2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA;d'3 memiliki sertifikat kepala SMA y-angliterui*an oleh lembaga befwenang.

e. untuk Kepala SMK :

e. I . aktif sebagai guru SMK;
e.2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK;
e.3. memiliki sertifikat kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga berwenang;
e'4' mem'iki pengetahuan tentang hubungan ke{a dan kerjasama dengan duniausaha danlatau dunia industri;

e.5. memiliki wawasan tentang unit produksi.
(4') Untuk calon kepala SMA 9* Syf selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 12)dan (3). juga diuramakan dapat berkomunik";i;l;i; brhuJ i;;; ;;;i;;;ffir"asing lainnya.

(5) Untuk calon kepala SMp, SMA. dan SMK yang bersertifikat intemasional (SBI)ditetapkan oleh Gubemur sesuai dengan kjeniran yang Uertat<u.

BAB IV

SELEKSI

Pasal 5
( I ) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekorah harus mengikuti dan rulusseleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (l), meliputi :

a. tahap I, yaitu seleksi administrasi;

b' tahap II, yaitu tes tertulis dan wawancara berupa peraturan perundang-undangan
bidang pendidikan,.tepribadian, managerial, t.*i.uurutuun, .up.*i.i'our-roriur
serta paparan karya ilmiah.

(3) seleksi untuk calon kepala sekolah TK, dan SD dilaksanakan oreh pusat pembinaan
Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Einas penaiaitan iecamatan,sedangkan untuk untuk calon kepara sekolah SMp, SMA dan SMK dilaksanakan olehdinas.

BAB V

MASA TUGAS

pasal 6
(1) Masa tugas guru yang m91d1pat tugas tambahan sebagai kepala sekolah selama 4(empat) tahun untuk I (satu) kali masa-tugas.

(2) Masa tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang kembali untuk satu kalimasa tugas.

(3) Guru yang sudah mendapat tugas tambahan sebagai kepara sekolah serama 2 (dua) kalimasa tugas secara berturulturut dapat diangkat kembali rn"niuai t"ouf".lli.,rn



FF'' '

a relah merewati tenggang waktu sekurang-kurangnya r (satu) kali masa tugas denganmelarui mekanisme seleksi sebagaimana-dim"tr"" j p*ir""i"t 
tzr,b' memiliki prestasi istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolahlain untuk 1 (satu) kali masa tugas.

(4) Guru yang diberi tugas tambahan. sebagai kepala sekolah yang dialih tugaskan kesekolah lain, masa tugasnya tetap dihitung"seu"g'"i--" Jril"t"ra'^rr, trl, dil;;i;;
(5) Alih tugas guru yang diberi tugas. tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimanadimaksud ayat (4). apabila relah ,itutr*d * tu;;"#il; angnya2(dua) tahun.(6) Apabila.guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah telah berakhir dan/atautidak diangkat kembali, melaksanakan r.*T JG"g';;*."rr"i dengan jenjangjebatannya dan wajib melaksanakan kembali p."rJr 

' 
p!*u"r":aran atau bimbingankonseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 7
(1) 

lemglaan terhadap kebutuhan kepala sekolah untuk TK dan sD dilksanakan oleh pusat
Pembinaan pendidikan Taman Kanak-kanak dan s.t otut ouru. f"J" nl"^ p.riiaiu,
Kecamatan, sedangkan untuk SMp, SMA dan Str,tf Oitatsanat<an oleh dinas.(2) Dalam..rangka menjamin.obyektivitas pengangkatan kepala sekorah, apab a diperlukandapat dibentuk tim seleksi.

BAB VII

PENILAIAN

Pasal 8
(l) Penilaian terhadap kinerja kepala sekolah d akukan secara berkala oleh pengawas danpejabat yang ditunjuk.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (r) berdasarkan tugas dan tanggungrawab kepala

;*Xt*,,l*t 
mencakup kompetensi, tepribaaian, managJriat, tewtraris.f,Z*, .rp"*iri

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dasar penetapan kembali danpemberhentian sebagai kepala sekolah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9
(l) Bagi- guru yang telah mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekorah, seberumberlakunva peraturan Bupati ini dinyatakan t"lah i;l;. aun tia* p".iu *;"grtr,i ,.r"r.rilagi sebagaimana dimaksud pasal 5.

(2) Bagi guru yang telah melaksanakan tugas tambahan.sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, sebelumdiuitr**-"y" leratriran eip",rl"rilcc;ra"h
melaksanakan tugas selama I (satu) kali masa tugas.
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BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal l0
(l) Guru yang diangkat sebagai kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya,

karena :

a. permohonan sendiri;
b. masa penugasannya telah berakhir;
c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya;
d. telah mencapai batas usia pensiun;
e. diangkat pada jabatan lain;
i dikenakan hukum disiplin;
g. diberhentikan dari jabatan guru;
h. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oteh Bupati
kecuali untuk sekolah bertaraf intemasional ditetapkan oleh Gubemur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABX (
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal I I

(l) Penugasan guru sebagai kepala sekolah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh
masyarakat berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis akan ditetapkan
kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pa-sal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal ! Juli 2010

BUPATI CIANJUR,

Caplttd.-

TJIITJEP MUCHTAR SOLEH

di Cianjur
5 Juli 2010

4 198503 I 004

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2O1O NOMOR 36,


